Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2011-2012 by LEONARDO AGUSTONO HS, SH.   A.202113092, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
1 
 
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH TAHUN 2011-2012 
 Oleh : 
LEONARDO AGUSTONO HS, SH. 
A.202113092 
 
Pembimbing I : Dr. Marcus Lukman, SH., MH 
Pembimbing II : Hamdani, SH., M.Hum 
 
ABSTRACT 
 
This thesis discusses the implementation issues of Internal Control Systems to Achieve Fiscal 
Management Effective, Efficient and Non Corruption (Financial Management Case Study Against 
the Provincial, District and City of West Kalimantan in 2010). From the results of research using 
the method of normative legal research concluded that: 1. Cause of the weakness of the Internal 
Control System and Non-compliance with laws and regulations in the financial management of the 
Provincial, District and City of West Kalimantan in 2010, is generally due to the responsible 
officials negligent, inaccurate, and not optimal in carrying out their duties and responsibilities . In 
addition, the loss generally occurs due to local officials responsible for failing to comply and 
understand the applicable regulations and weak in monitoring and control. 2. Efforts to improve the 
functioning of internal control in financial management to be more effective, efficient and free of 
corruption into the future requires a strong commitment from all elements of the government's 
internal control apparatus comprising: Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI); 
Inspector General or any other name that is functionally implement internal controls; Inspectorate 
provincial Inspectorate and district / city, so earnestly and consistently perform consistently 
Government Internal Control System (SPIP) as stipulated Nomo Government Regulation 60 of 
2008 on Government Internal Control System. Further recommended because of the occurrence of 
cases of internal control system weaknesses (SPI) and non-compliance with laws and regulations 
regarding Local Government Finance Report (LKPD) that cause financial loss to the State / 
Regional, because there is no other optimal implementation of the internal control functions as 
mandated by Rule Government Nomo 60 of 2008, then to obtain an unqualified assessment of the 
Local Government Finance Report (LKPD), then the entire Provincial Government, District 
Government and Municipal Government in Indonesia, should really menyajikann and expressed 
naturally in all things material and financial information in the financial statements of their area to 
be used by the users of the financial statements and assessed according to standard assessment by 
the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). 
Keyword : Internal control system, Financial Management Effective, Efficient and Free of 
Corruption 
 
 
ABSTRAK 
 
Tesis ini membahas masalah Pelaksanaan Sistem pengendalian Internal Untuk Mewujudkan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Bebas Korupsi (Studi Kasus Terhadap 
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat Tahun 
2010). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan 
bahwa : 1. Penyebab terjadinya kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Ketidakpatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi, 
Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat tahun 2010, pada umumnya dikarenakan pejabat yang 
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bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab mereka. Selain itu, kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang 
bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam 
melakukan pengawasan dan pengendalian. 2. Upaya meningkatkan fungsi pengendalian internal 
dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif, efisien dan bebas korupsi ke masa depan 
memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh unsur aparat pengawasan intern pemerintah yang 
terdiri atas: BPKP; Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan 
pengawasan intern; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten/Kota, agar dengan sungguh-
sungguh melaksanakan secara konsekuen dan konsisten Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 
(SPIP) sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomo 60 Tahun 2008 Tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah. Selanjutnya direkomendasikan karena terjadinya kasus-kasus 
kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan berkenaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menimbulkan kerugian 
terhadap Keuangan Negara/Daerah, tiada lain dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan fungsi 
pengendalian internal sebagaimana diamanahkan Peraturan Pemerintah Nomo 60 Tahun 2008, maka 
untuk mendapatkan penilaian yang Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD), maka seluruh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan 
Pemerintah Kota di Indonesia, harus benar-benar menyajikann dan mengungkapkan secara wajar dalam 
semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan daerah mereka agar dapat 
digunakan oleh para pengguna laporan keuangan dan dinilai sesuai standar penilaian oleh BPK RI. 
Kata Kunci : Sistem pengendalian Interna, Financial Management Effective, Efficient and 
Free of Corruption 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
Latar Belakang 
Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, pengawasan 
terhadap pengelolaan keuangan daerah sangatlah penting untuk ditingkatkan agar anggaran 
pendapatan dan belanja daerah benar-benar dapat dikelola secara efektif, efeisien, dan mencapai 
tujuan yang diharapkan (direncanakan). Hal itu, bersesuaian dengan amanah undang-undang di 
bidang keuangan negara yang membawa implikasi terhadap perlunya sistem pengelolaan keuangan 
negara yang lebih akuntabel dan transparan. Prinsip ini hanya bisa dicapai jika seluruh 
penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, dilakukan secara tertib, terkendali, efektif, dan 
efisien. Maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa 
penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien 
dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan 
mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem 
Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan 
serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah 
tersebut. 
Berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap 
tahunnya melakukan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan (LK) dengan tujuan 
memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa LK telah disajikan secara 
wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 
Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di 
Indonesia. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta 
badan lainnya termasuk BUMN. 
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini 
atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria 
pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1), 
opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang 
disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar 
akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (c) kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). 
Pemeriksaan Laporan Keuangan yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada Standar 
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 
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2007. Berdasarkan SPKN, disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan 
Keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material 
terhadap penyajian LK. Selanjutnya mengenai pelaporan tentang pengendalian intern, SPKN 
mengatur bahwa laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam 
pengendalian atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”. 
Sesuai Buletin Teknis (Bultek) 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan 
Keuangan Pemerintah paragraf 13 tentang Jenis Opini. Terdapat empat jenis opini yang dapat 
diberikan oleh pemeriksa BPK RI, yaitu: 
a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan 
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang 
diberlakukan dalam SPKN, BPK dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan 
paragraf penjelas (WTP-DPP) karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa 
menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP;  
b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan 
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk 
dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan;  
c. Tidak Wajar (TW) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan 
secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP; 
d. Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) 
menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan. 
Perlu ditegaskan, bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah tanggung jawab 
entitas (Instansi Pemerintah Pusat/Daerah), sedangkan tanggung jawab BPK terletak pada 
pernyataan pendapat/opini atas LK berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara independen dan 
dengan integritas tinggi. 
Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas SPI. Pengendalian intern pada 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI meliputi lima 
unsur pengendalian, yaitu : lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, 
informasi dan komunikasi, serta pemantauan.  
SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya 
efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan 
aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif 
untuk menerapkan SPI yang didesain untuk dapat mengenali apakah SPI telah memadai dan mampu 
mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan atas SPI dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni 
sebagai berikut: 
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a. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem 
pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan;  
b. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu 
kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan 
negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada 
entitas yang diperiksa;  
c. Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada/tidak 
adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada 
dalam entitas yang diperiksa. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
Kabupaten Sanggau tahun 2008 s.d. tahun 2012, menunjukkan penilaian BPK dengan opini Wajar 
Dengan Pengecualian (WDP). Berarti LKPD Pemerintah Kabupaten Sanggau selama tahun 2008 
sampai tahun 2012 masih bermasalah karena kurang efektifnya pelaksanaan Sistem 
Pengendalian Internal (SPI) di setiap Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah. Karena itu perlu 
dilakukan perbaikan pengendalian intern dalam hal penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan 
pemantauan.  
Hasil evaluasi SPI oleh BPK menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI dapat dikelompokkan pada 
kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian 
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Hal 
tersebut disebabkan: 
a. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan: 1) Pencatatan Tidak/belum 
dilakukan atau tidak akurat; 2) Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; 3) Sistem 
informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai. 
b. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja: 1) 
Perencanaan kegiatan tidak memadai; 2) Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan 
serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan; 
3) Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau 
ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja; 4) Pelaksanaan 
belanja di luar mekanisme APBN/APBD; 5) Penetapan/pelaksanaan kebijakan Tdak tepat 
atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; 6) 
Penetapan/pelaksanaan kebijakan Tdaktepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan 
biaya/belanja; 7) Lain-lain 
c. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern: 1) Entitas tidak memiliki SOP yang formal 
untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; 2) SOP yang ada pada entitas tidak berjalan 
secara optimal atau tidak ditaati; 3) Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas intern; 4) 
Satuan Pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal; dan 5) Tidak 
ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai. 
Selain itu, menurut BPK RI Penyebab terjadinya kasus-kasus kelemahan SPI di atas pada umumnya 
dikarenakan pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 
serta pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan maupun 
pengendalian kegiatan, serta kurangnya koordinasi pimpinan daerah dan kurangnya ketentuan atau 
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standar operasional pengelolaan (SOP) yang mengatur secara tegas mengenai penyertaan modal 
daerah.  
Permasalahan 
Mengapa sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sanggau 
belum dilaksanakan secara efektif? 
 
 
 
 
Pembahasan 
Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sanggau. 
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah. pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
Substansi inti dari peraturan pemerintah ini, antara lain menentukan sebagai berikut: 
1. Propil Keuangan Kabupaten Sanggau Tahun 2011-2012 
Adapun profil kemampuan keuangan Kabupaten Sanggau sebagai berikut :  
No Uraian Tahun 2011 Tahun 2012 
1 Pendapatan Asli Daerah 44.187.840.276  32.024.960.588 
2 Pendapatan transfer 471.735.000.000 432.013.000.000 
3 Total aset 989.228.704.365 832.350.157.447 
4 Total kewajiban 1.467.957.606 2.456.399.417 
5 Total APBD 661.093.421.227 507.653.587.045 
6 Realisasi belanja 575.405.959.999 463.227.297.101 
 
Berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku, BPK berkewajiban memeriksa 
laporan keuangan pemda yang terdiri atas: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas 
dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab pemda, sedangkan 
tanggung jawab BPK adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan 
pemeriksaan yang dilakukan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan 
yang ditetapkan. Pada tahun 2007, BPK telah menetapkan Peraturan BPK nomor 1 tahun 2007 
tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK 
merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK memperoleh keyakinan memadai bahwa 
laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian dan 
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pengujian atas bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dalam laporan keuangan, penilaian atas 
kebijakan akuntansi dan estimasi signifikan yang dibuat oleh pemerintah daerah, pengujian atas 
kepatuhan terhadap hukum dan  ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta kondisi sistem 
pengendalian intern (SPI) pemda yang bersangkutan. Hasil semua pengujian dan pemeriksaan akan 
menjadi bahan pertimbangan BPK dalam memberikan opini audit. 
Kabupaten Sanggau memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas penyajian 
laporan keuangan tahun 2011 dan disclaimer atas laporan keuangan tahun 2012.  Salah satu 
penyebab penurunan opini adalah adanya kelemahan system pengendalian intern. Adapun 
kelemahan SPI di Kabupaten Sanggau tahun 2011 adalah: 
1. Penerimaan dan pengeluaran upah pungut PBB tidak melalui mekanisme APBD. 
2. Realisasi bantuan sosial tetapi dibebankan pada anggaran belanja modal. 
3. Realisasi belanja barang tetapi dibebankan pada anggaran belanja bantuan sosial. 
4. Realisasi belanja pegawai (jasa pihak ketiga) tetapi dibebankan pada anggaran belanja 
bantuan sosial. 
5. Pajak penerangan jalan umum disetor ke kas daerah secara neto. 
6. Bantuan sosial digunakan untuk membiayai pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. 
7. Penyaluran dana bergulir tidak melalui rekening pengeluaran pembiayaan tetapi dibebankan 
pada anggaran belanja barang, bantuan sosial, dan belanja modal. 
8. Realisasi belanja pada beberapa satuan kerja melampaui pagu anggaran. 
 
Sedangkan kelemahan SPI di Kabupaten Sanggau tahun 2012 adalah: 
1. Penerimaan dan pengeluaran upah pungut PBB tidak melalui mekanisme APBD. 
2. Realisasi belanja sosial tetapi dibebankan pada anggaran belanja bantuan barang. 
3. Realisasi belanja barang tetapi dibebankan pada anggaran belanja bantuan sosial. 
4. Realisasi belanja bantuan sosial tetapi dibebankan pada anggaran belanja bantuan pegawai 
5. Pajak penerangan jalan umum disetor ke kas daerah secara neto. 
6. Realisasi belanja modal tetapi dibebankan pada anggaran belanja bantuan sosial. 
7. Laporan realisasi anggaran belum dibuat berdasarkan Surat pertanggung jawaban (SPJ). 
8. Penyajian aset tetap pada neraca tidak didukung dengan rincian aset dan terdapat perbedaan 
mutasi aset tetap antara neraca dengan laporan realisasi belanja modal. 
9. Saldo rekening bendahara pengeluaran SKPD pada akhir tahun anggaran dipindahkan ke 
rekening pribadi. 
10. Terdapat beberapa belanja barang dan belanja modal yang melebihi harga per satuan yang 
ditetapkan bupati. Hal ini menunjukkan kemahalan. 
Pada tahun 2011 ditemukan kelemahan SPI di kabupaten Sanggau sebanyak 8 item dan pada 
tahun 2011 terdapat peningkatan kelemahan SPI menjadi 10 item Secara umum kelemahan SPI 
Kabupaten Sanggau di tahun 2011 adalah belum disusunnya pedoman penyusunan APBD sehingga 
berakibat ketidaktepatan pemakaian kode rekening dalam proses penganggaran. Jika diamati lebih 
mendalam terdapat 5 item kelemahan SPI pada tahun 2011 diulangi/ditemukan juga pada tahun 
2012. Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Sanggau tidak menindaklanjuti rekomendasi temuan 
BPK pada tahun 2011. Hal yang paling memberatkan bagi Kabupaten SANGGAUadalah laporan 
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keuangan tahun 2012 disusun tidak berdasarkan surat pertanggungjawaban (SPJ) tetapi berdasarkan 
rekapitulasi surat perintah pencairan dana (SP2D). Karena terdapat peningkatan kelemahan SPI 
pada tahun 2012 maka kondisi ini merupakan salah satu faktor penyebab BPK memberikan opini 
disclamer. 
Jika kita mengamati temuan kelemahan SPI Kabupaten Sanggau seperti diuraikan diatas maka 
kelemahan SPI tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 yaitu: 
1. Banyaknya ketidaktepatan pemakaian kode rekening belanja dalam penyusunan APBD. Hal 
ini disebabkan kemungkinan Kabupaten Sanggau belum menyusun pedoman penyusunan 
APBD, sistem dan prosedur penatausahaan pelaksanaan APBD, dan aparaturnya belum 
sepenuhnya memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini 
bertentangan dengan dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 yang 
mengatur klasifikasi kode rekening belanja daerah. 
2. Penyajian laporan realisasi anggaran dan neraca (khususnya tahun 2007) belum didukung 
dokumen SPJ sehingga laporan keuangan tidak diyakini kewajarannya. Hal ini disebabkan 
kemungkinan Kabupaten Sanggau belum menyusun peraturan bupati tentang sistem dan 
prosedur akuntansi pemerintah daerah dan keterbatasan sumberdaya manusia di bidang 
akuntansi. Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan 
keuangan daerah telah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun sistem 
akuntansi pemerintah daerah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan. Yang 
dimaksud sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai 
mengumpulkan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi 
keuangan pemerintah daerah. 
3. Pemindahan saldo rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 
pada akhir tahun anggaran ke rekening pribadi. Permasalahan inti dari kejadian ini adalah 
kemungkinan SKPD belum anggaran dan laporan  pertanggungjawaban pada akhir periode.
 Kondisi ini yang menyebabkan para bendahara  pengeluaran melakukan pemindahan saldo 
rekening pengeluaran SKPD ke rekening pribadi selain untuk menjaga agar saldo rekening 
SKPD bernilai nol. Dana di rekening pribadi tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan 
SPJ tahun anggaran yang lalu walaupun sudah berganti tahun anggaran. Kondisi ini 
bertentangan dengan pasal 4 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 yang menyatakan ”tahun 
anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 
Desember dan pasal 220 ayat (8) Permendagri nomor13 tahun 2006 yang menyatakan untuk 
tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban 
pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember. 
4. Terdapat beberapa belanja barang dan belanja modal yang melebihi harga per satuan yang 
ditetapkan bupati dan bahkan tidak tersedia anggarannya. Kondisi ini bertentangan dengan 
Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 yang menyatakan pelaksanaan 
belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
5. Realisasi belanja pada beberapa satuan kerja melampaui pagu anggaran. Hal ini menunjukkan 
kemahalan. Kondisi ini bertentangan dengan asas umum pelaksanaan APBD seperti yang 
diamanatkan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 yang menyatakan 
SKPD dilarang melakukan atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan tidak
 tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. 
2. Pengertian Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan 
Intern 
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a. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan. 
b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem 
Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah. 
c. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka 
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok 
ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam 
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 
2. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 
SPIP terdiri atas unsur: lingkungan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi 
dan komunikasi; dan pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu 
dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. 
a. Lingkungan pengendalian 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan 
pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem 
Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: penegakan integritas dan nilai etika; 
komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan yang kondusif; pembentukan struktur organisasi 
yang sesuai dengan kebutuhan; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 
penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; 
perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan hubungan kerja yang 
baik dengan Instansi Pemerintah terkait. 
Penegakan integritas dan nilai etika sekurang-kurangnya dilakukan dengan: menyusun dan 
menerapkan aturan perilaku; memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap 
tingkat pimpinan Instansi Pemerintah; menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas 
penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku; 
menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian 
intern; dan menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis. 
Komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan dengan: mengidentifikasi 
dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-
masing posisi dalam Instansi Pemerintah; menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan 
fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah; menyelenggarakan pelatihan dan 
pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi 
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pekerjaannya; dan memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial 
dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah. 
Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan: 
mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan; menerapkan manajemen berbasis 
kinerja; mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP; melindungi atas aset dan informasi 
dari akses dan penggunaan yang tidak sah; melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat 
pada tingkatan yang lebih rendah; dan merespon secara positif terhadap pelaporan yang 
berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan. 
Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya 
dilakukan dengan: menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah; 
memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah; memberikan 
kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah; melaksanakan 
evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan 
lingkungan strategis; dan menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi 
pimpinan. 
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sekurang-kurangnya 
dilaksanakan dengan memperhatikan: wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai 
dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah; 
pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang 
diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan pegawai 
yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan 
wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP. 
Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia 
dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal: penetapan kebijakan dan 
prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai; penelusuran latar belakang 
calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan supervisi periodik yang memadai terhadap 
pegawai.Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-
kurangnya harus: memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan 
efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; 
memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan memelihara dan meningkatkan 
kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Hubungan kerja yang 
baik dengan Instansi Pemerintah terkait diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar 
Instansi Pemerintah terkait. 
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b.  Penilaian Risiko 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri 
atas: identifikasi risiko; dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi 
Pemerintah menetapkan tujuan Instansi Pemerintah; dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 
Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat 
dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah wajib dikomunikasikankepada 
seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah 
menetapkan: strategi operasional yang konsisten; dan strategi manajemen terintegrasi dan 
rencana penilaian risiko. 
Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sekurang-kurangnya dilakukan dengan 
memperhatikan ketentuan sebagai berikut: berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi 
Pemerintah; saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya; 
relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah; mengandung unsur kriteria 
pengukuran; didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan melibatkan seluruh 
tingkat pejabat dalam proses penetapannya.Identifikasi resiko sekurang-kurangnya dilaksanakan 
dengan: menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada 
tingkatan kegiatan secara komprehensif; menggunakan mekanisme yang memadai untuk 
mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan menilai faktor lain yang dapat 
meningkatkan risiko. 
Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi 
terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan 
prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. 
c. Kegiatan Pengendalian 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai 
dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang 
bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian) sekurang-kurangnya memiliki 
karakteristik sebagai berikut: kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi 
Pemerintah; kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko; kegiatan 
pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah; kebijakan dan 
prosedur harus ditetapkan secara tertulis; prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan 
sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk 
memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. 
Kegiatan pengendalian terdiri atas: reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; 
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pembinaan sumber daya manusia; pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; pengendalian 
fisik atas aset; penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; pemisahan fungsi; otorisasi 
atas transaksi dan kejadian yang penting; pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi 
dan kejadian; pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; akuntabilitas terhadap 
sumber daya dan pencatatannya; dan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern 
serta transaksi dan kejadian penting. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan 
membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan. 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia. Dalam 
melakukan pembinaan sumber daya manusia, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-
kurangnya: mengkomunikasikan nisi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai; 
membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung 
pencapaian nisi dan misi; dan membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan 
dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, 
ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir. 
Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan 
akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi 
meliputi: pengendalian umum; dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum terdiri atas: 
pengamanan sistem informasi; pengendalian atas akses; pengendalian atas pengembangan dan 
perubahan perangkat lunak aplikasi; pengendalian atas perangkat lunak sistem; pemisahan tugas; 
dan kontinuitas pelayanan. 
Pengamanan sistem informasi sekurang-kurangnya mencakup: pelaksanaan penilaian 
risiko secara periodik yang komprehensif; pengembangan rencana yang secara jelas 
menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya; 
penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan; 
penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas; implementasi kebijakan yang efektif atas 
sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan pemantauan efektivitas program 
pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan. 
Pengendalian atas akses sekurang-kurangnya mencakup: klasifikasi sumber daya sistem 
informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya; identifikasi pengguna yang berhak dan 
otorisasi akses ke informasi secara formal; pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk 
mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan pemantauan atas akses ke sistem 
informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin. 
Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 huruf c sekurang-kurangnya mencakup: otorisasi atas fitur pemrosesan 
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sistem informasi dan modifikasi program; pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat 
lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; dan penetapan prosedur untuk memastikan 
terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak.Pengendalian atas perangkat 
lunak sistem sekurang-kurangnya mencakup: pembatasan akses ke perangkat lunak sistem 
berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses; pengendalian dan 
pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem; dan pengendalian atas 
perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem. 
Pemisahan tugas sekurang-kurangnya mencakup: identifikasi tugas yang tidak dapat 
digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut; penetapan 
pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan pengendalian atas kegiatan pegawai 
melalui penggunaan prosedur, supervisi, dan reviu.Kontinuitas pelayanan sekurang-kurangnya 
mencakup: penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas 
kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif; langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi 
potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer; pengembangan dan pendokumentasian 
rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan pengujian secara berkala atas 
rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika 
diperlukan.Pengendalian aplikasi terdiri atas: pengendalian otorisasi; pengendalian kelengkapan; 
pengendalian akurasi; dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data. 
Pengendalian otorisasi sekurang-kurangnya mencakup: pengendalian terhadap dokumen sumber; 
pengesahan atas dokumen sumber; pembatasan akses ke terminal entri data; dan penggunaan file 
induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi. 
Pengendalian kelengkapan sekurang-kurangnya mencakup: pengentrian dan pemrosesan 
seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan pelaksanaan rekonsiliasi data 
untuk memverifikasi kelengkapan data. Pengendalian akurasi sekurang-kurangnya mencakup: 
penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data; pelaksanaan validasi data untuk 
mengidentifikasi data yang salah; pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang 
salah dengan segera; dan reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan 
validitas data. 
Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sekurang-kurangnya mencakup: 
penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file data versi terkini 
digunakan selama pemrosesan; penggunaan program yang memiliki prosedur untuk 
memverifikasi bahwa versi file komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan; 
penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file header labels 
sebelum pemrosesan; dan penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan. 
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Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melaksanakan pengendalian fisik atas asset. Dalam 
melaksanakan pengendalian fisik atas aset pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan, 
mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai: rencana identifikasi, 
kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik; dan rencana pemulihan setelah bencana.Pimpinan 
Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja. Dalam 
melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja, pimpinan Instansi 
Pemerintah harus: menetapkan ukuran dan indikator kinerja; mereviu dan melakukan validasi 
secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja; mengevaluasi faktor 
penilaian pengukuran kinerja; dan membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja 
dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut. 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemisahan fungsi. Dalam melaksanakan 
pemisahan fungsi, pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama 
transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.Pimpinan Instansi Pemerintah 
wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting. Dalam melakukan otorisasi 
atas transaksi dan kejadian penting dimaksud, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan 
dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai. 
Pimpinan Instansi Pemerintah juga wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat 
waktu atas transaksi dan kejadian. Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu, 
pimpinan Instansi Pemerintah perlu mempertimbangkan: transaksi dan kejadian diklasifikasikan 
dengan tepat dan dicatat segera; dan klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam 
seluruh siklus transaksi atau kejadian.Pimpinan Instansi Pemerintah wajib membatasi akses atas 
sumber daya dan pencatatannya dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan 
pencatatannya. Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, 
pimpinan Instansi Pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang 
dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala. Dalam menetapkan akuntabilitas 
terhadap sumber daya dan pencatatannya, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menugaskan 
pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta 
melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala. 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem 
Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Dalam menyelenggarakan dokumentasi 
yang baik pimpinan Instansi Pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara 
berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta 
transaksi dan kejadian penting. 
d. Informasi dan Komunikasi 
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Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan 
informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan 
secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan Instansi Pemerintah 
harus sekurang-kurangnya: menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana 
komunikasi; dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus 
menerus. 
e. Pemantauan 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. 
Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, 
evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan 
berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, 
rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. 
Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas 
Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh apparat pengawasan intern 
pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan 
menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. 
Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan 
sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan. 
Kesimpulan 
Penyebab terjadinya kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Ketidakpatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau, pada 
umumnya dikarenakan pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal 
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, kerugian daerah pada 
umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan 
yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. 
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